
 

 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 NOMOR  18  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
TAHUN 2005-2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 

Menimbang      : bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2005-2025; 

 
Mengingat     : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, 
Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958  Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1646); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3721); 



6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4700); 

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4725); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi 
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4968); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang 
Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4027); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia 4578); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang 
Pembagian  Urusan  Pemerintahan  Antara  Pemerintah, 
Pemerintah  Daerah  Provinsi,  dan  Pemerintah  Daerah 
Kabupaten/  Kota  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia 4737); 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  41  Tahun  2007  tentang 
Organisasi  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara  
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);  

 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata  Cara  Penyusunan,  Pengendalian,  dan  
Evaluasi Pelaksanaan  Rencana  Pembangunan  Daerah  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4817); 

18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  26  Tahun  2008  tentang 
Rencana  Tata  Ruang  Wilayah  Nasional  (Lembaran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4833); 

19. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar; 

20. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004 tentang Kawasan 
Tertinggal dan Perbatasan; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 09 Tahun 2011 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2006-2025; 

 
 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 
 

dan 
 

BUPATI KEPULAUAN MERANTI 
 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN  DAERAH  TENTANG  RENCANA  PEMBANGUNAN 
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN 
MERANTI TAHUN 2005 - 2025 

 
 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. 

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah kabupaten Kepulauan Meranti di 
Propisi Riau. 

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti. 

4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Kepulaauan 
Meranti adalah Dokumen perencanaan Pembangunan  Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti yang Memuat visi,  misi  dan  arah pembangunan daerah 
untuk Jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 
sampai dengan tahun 2025. 

5. Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan 
Meranti adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten  
Kepulauan Meranti yang Memuat  penjabaran  dari  visi,  misi,  dan  program 
Bupati untuk Jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada 
RPJPD Kabupaten  Kepulauan  Meranti serta  memperhatikan RPJM 
Nasional, RPJPD Provinsi Riau dan RPJMD Provinsi Riau. 

6. Visi  adalah  rumusan  umum  mengenai  keadaan  yang  diinginkan  pada  
akhir periode perencanaan. 

7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan  
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 
mewujudkan visi dan misi. 

 
 

BAB II 
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH 

 
Pasal 2 

 
(1) Program Pembangunan Daerah periode 2005-2025 dilaksanakan sesuai 

dengan dan atau mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan 
Meranti. 

 
(2). Rincian  dari  program  pembangunan  daerah  dimaksud  pada  ayat  (1) 

sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran  yang merupakan  satu kesatuan  
dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
 

Pasal 3 
 
(1). RPJP Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal  2  menjadi  pedoman  dalam  penyusunan  RPJM  Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti serta memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD 
Provinsi Riau. 

 



(2). RPJM Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat Visi, Misi dan Program Bupati Kepulauan Meranti. 

 
(3). Periodisasi  RPJM  Daerah  berdasarkan masa  Jabatan Kepala  Daerah  

selama  5 (lima)  tahun yaitu RPJM Daerah I (Kesatu) Tahun 2011-2015, 
RPJM Daerah II (Kedua)  Tahun  2016-2020,  RPJM  Daerah  III  (Ketiga)  
Tahun  2021-2025 dan RPJM Daerah. 

 
(4). Dalam  menyusun  materi  kampanye  yang  berisi  visi,  misi,  dan  program 

pembangunan daerah, Calon Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti serta 
memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Riau. 

 
 
 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 4 

 
(1). Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan  pengendalian  dan 

evaluasi pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kepulauan Meranti. 
 
(2). Tata  cara  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  rencana  

pembangunan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti 
dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan  
yang berlaku. 

 
 
 

BAB IV 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 5 

 
(1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk 

menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka 
Bupati yang sedang memimpin Pemerintahan Daerah, pada tahun terakhir 
dimasa pemerintahannya wajib  menyusun  Rencana  Kerja  Pemerintah  
Daerah  (RKPD)  untuk  tahun pertama periode pemerintahan berikutnya. 

 
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 
pertama periode pemerintahan berikutnya. 

 
(3). Untuk masa Pemerintahan Bupati periode tahun  2026 - 2030  berkewajiban 

menyusun RPJPD periode berikutnya. 
 
 
 

BAB V 
PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 
mengenai pelaksanaanya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 



Pasal 7 
 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Kepulauan Meranti. 
 
 

Ditetapkan di Selatpajang 
pada tanggal 27 Oktober 2011 
 
BUPATI KEPULAUAN MERANTI, 
 
 ttd 
 

 
 

   I R W A N  
  
 
 

Diundangkan di Selatpanjang 
pada tanggal 27 Oktober 2011 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, 
 
 ttd 
 
 
H. ZUBIARSYAH. MS, SH 
PEMBINA UTAMA MUDA 
NIP. 19560712 198103 1 011 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011 
NOMOR 18 

 
 
 
 


